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Anggaran Sejumiﬁh Progam Dipangkas

Imbas Total APBD DKI JAKARTA Hanya Rp69,28 Triliun ‘
Jakarta — Anggaran sejumlah kegiatan yang direncanakan Pemprov DKI Jakarta akan dipangkas

menyusul keputusan kementrian Dalam negri perihal total APBD 2015 sebesar Rp69,28 triliun.

Dengan kondisi ini, sejumlah
program yang diusulkan Pem-
prov DKI Jakarta pun terpaksa
dipangkas Rp3 triliun. Sebelum-
nyaPemprovDKIJakartameng-
usulkan berharap Rancangan
Pergub APBD 2015 sebesar
Rp72,9 triliun, sama dengan
besaran APBD Perubahan2014.
Gubernur DKI Jakarta Ba-
suki Tjahaja Purnama (Ahok)
yang sebelumnya menilai Ke-
mendagri menyalahi per-
undang-undangan lantaran
memberikan APBD tidak sesuai
APBD Perubahan 2014 sebesar
Rp72,09 akhirnyajugasepakat.
Menurutnya, Kemendagriakan
melihat terlebih dahulu bagai-
mana kerja Pemprov DKI Ja-
kartaselamatigabulanini.

Apabila semua penerimaan
bisa sesuai, pihaknya akan
mengajukan APBD Perubahan
sebesar Rp72,9 triliun. “Va, ter-
paksa kami mengikuti peratur-
an itu dan PMP (penyertaan
modal pemerintah) hanya
untuk PT MRT Jakarta serta
Transjakarta. Untuk Bank DKI,
kita minta penerimaan dividen
ditundasajaagaruangnyatetap
di-cashflow.Jadivangnyananti
dikasih kalau sudah ada PMP,”
katanyakemarin.

Ahok menuturkan, salah
satu anggaran yang dipangkas
yakni tunjangan kinerja daerah
(TKD), dari sebelumnya
Rp9.000 menjadi Rp7.500. Me-
nurut Ahok, sebenarnya TKD
dinamis pada evaluasi yang

pertama dalam Perda APBD
2015 sudah dikurangi menjadi
Rp8.000 dari awalnya Rp9.000
perpekerjaan. - '

Selain TKD, anggaran pem-
belian tanah dan alat berat juga
berkurang. “Tidak ada program
yang dicoret, hanya dipangkas
dan disesuaikan. Menurut saya,
ini (penetapan APBD 2015 se-
nilai Rp69,286 triliun) menya-
lahi undang-undang. Tapi, ya
sudahlah, ngapain gugat, lama
dan bikin capek. Namanya juga
menterilebihberkuasadaripada
gubernurkok,”ujarnya.

Kepala Badan Pengelola Ke-
uangan dan Aset Daerah
(BPKAD) DKI Jakarta Heru Bu-
dihartono belum bisa menye-
butkan detailanggaranyang di-

. pangkaslantaran draf persetu-

juan Pergub APBD dari Kemen-
dagri belum diterima. “Misal-
nyapembelian tanah dari Rp7
triliun jadi Rp6 triliun. Untuk
sosialisasi, bimbingan teknis,
dan sebagainya saya coret
habis,” tegasnya.

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappe-

—da) DKI Jakarta Tuty Kusu- -

mawatijugamengakuiakanada
pemangkasan kegiatan. Na-
mun, diabelum bisamerincipe-
mangkasan tersebut lantaran
hasilevaluasinyabelumdidapat
dari Kemendagri. “Tadiitu cu-
marapat kesepahaman APBD.
Jadibelum ditandatangani. Ka-
mi harap secepatnya ditanda-
tangani,” ucapnya,
Setelahditandatangani, lan-
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“Tidak ada pro-
gramyang dicoret,
hanya dipangkas
dan disesuaikan.
Menurutsaya, ini
(penetapan APBD

2015 senilai

Rp69,286 triliun)
menyalahiundang-
undang.”

BASUKITJAHAJA PURNAMA
Gubernur DKIJakarta
jut Tuti, pihaknya akan menye-
suaikan kembali kegiatan yang
direncanakan dengan total
APBD yang disetujui. Hasilnya
akan di-input dalam sistem e-
budgeting selama tiga hari. Se-
telahitudisahkan gubernurdan
anggaran sudah dapat diguna-
kan. “Saya rasa paling lambat
akhirAprilpenggunaan anggar-
andapatdilakukan,” ujarnya.
Wakil Gubernur DKIJakarta
Djarot Saiful Hidayat mengata-
kan, setelah melakukan perte-
muan secara khusus dengan Dj-
rektur Jenderal (Dirjen) Ke-
uanganDaerah (Keuda) Kemen-
dagri Reydonnyzar Moenek
kemarinsiang, diabisamengerti
besaran APBD Rp69,28 triliun
sudah sesuai peraturan yang
berlaku. Kendati demikian,
pagu APBD 2015 tetap bisa
digunakan pada APBD Peru-
bahan Juli mendatang, “Kami
akan siapkan penggunaan pagu
APBD 2015 dalam perubahan
nanti,” uyjarnya.
Reydonnyzar Moenek men-
jelaskan, dalam Peraturan Men-
teri Dalam Negeri (Permen-
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dagri) No 37/2014 tentang Pe-
doman Penyusunan APBD
2015 telah ditentukan pagu
anggarandalampergubyangdi-
gunakan adalah pagu belanja
daerah dari APBD sebelumnya.
Dalam permendagri tersebut
juga tertulis anggaran belanja
daerah dibatasi maksimum
samadengandi APBD Perubah-
an 2014 atau APBD 2014 apa-
bila tidak ada APBD Perubahan
2014. “Dengan demikian, me-
maknai pagu APBD tahun ang-
garan sebelumnya adalah be-
lanja pada APBD Perubahan
2014 dan pengeluaran pembia-
yaan pada APBD Perubahan
2014,” tuturnya.

Dalam Pasal 46 PP No
58/2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Donny me-
nuturkan, belanja daerah di-
prioritaskanuntukbelanjayang
bersifat mengikat dan wajib
untuk pelayanan dasar masya-
rakat. “Pengeluaran setinggi-
tingginya diprioritaskan untuk
belanja yang bersifat mengikat
danbelanjayangbersifatwajib,”
ungkapnya.

Donny menjelaskan, struk-
tur APBD DKI Jakarta 2015
yang diusulkan pemprov terdiri
atas pendapatan Rp64,06 tri-
liun, belanja daerah Rp67,26
triliun, dan pembiayaanRp3,21
triliun. Rincian pembiayaan
yakni sisa lebih penggunaan

" anggaran (silpa) Rp8,84 triliun

dikurangi pengeluaran Rp5,63
triliun.

Sedangkan struktur APBD
DKI 2015 yang disahkan dan
disetujui Kemendagri adalah
angka pendapatan tetap. Ke-
mudianbelanjadaerahditurun-
kanjumlahnya dan disesuaikan
dengan pagu belanja daerah pa-
da APBD Perubahan 2014 sebe-
sar Rp63,65 triliun serta pem-
biayaan dari pos anggaran pe-
ngeluaran pembiayaan Rp5,63
triliun. Dengan demikian, total

_ APBD DKI 2015 mencapai
Rp69,28 triliun. “Jadi tidak ada

maksud kami mengurangi ang-

garanuntukmenghambatpem-

bangunan. Justrukamimendu-
kung dengan menambahkan
pembiayaan,”katanya.
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